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WALIKOTA LANGSA
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN 2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2008, perlu menjabarkan
Pertanggungjawaban dimaksud sebagai rnincian lebih lanjut dari Pertanggunyjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam
peraturan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telsh diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambanhan {embaran Negara Nomor 3088)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Peraturan Pemerintan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahurn 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangar Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Fenerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambanan
Lembaran Negara Nomor 459Z);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nega:s Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4693);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
(APBK) Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 6);

Qanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota (APBK) Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 19);

Qanun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokak Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);

Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBK

Tahun 2008;
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Menetapkan :

34. Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
Peraturan Walikota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

35.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN 2008

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas :
1. Pendapatan;
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumiah Pendapatan

Rp 14.134.156.299,00
Rp 305.716.124.648,00
Rp__ 3.000.000.000,00
Ri 322.850.280.547,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1)  Belania Pegawai Rp 140.569.691.274 00
21 Belarma Bunga R
3} Belanja Subsidi Rp
47 Belarja Hibah Rpp 255247800000
5} Belania Bantuan Sosial Rp 17.636.6065.000,00
61 Belanta Bagi Hastl Rp
7V Belanja Bantuan Kzuangan Rp  6.165.891.600,00
8j Belanja Tidak Terduga Rp.._ .. 597.617.750,00

Jumiah

Belanja Langsung

1
2)
3)

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

Rp 45.284.979.625,00
Rp 45.576.880.540,01
Rp 63.729.401.207,00

Rp 168.522.343.624,00

Rp_154.591.261.372,01
Ro 323.113.604.996,01

Rp  (263.324.049,01)

3.  Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp 17.611.988.351,11
Rp_2.239.062.623.00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp..15.372.925.728,11

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 15.109.601.679,10

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
lampiran | Peraturan ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke
dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
tampiran I Peraturar ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
terpisahkan dari Peraturan Wallkota Langsa inl,

merupakan bagian yang tdak



Pasal 6

Peraturan Walikota Langsa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkankan di Langsa
pada tanggal 1 Oktober 2009 M
11 Syawal 1430H

AVJ-WAU TA LANGSk@

- AL _ZULKIFL ON

Dhundangkan di Langsa
pada tanggal 1 Oktober 2009 M

11 syawal 1430 H

ETARIS DAERAT//

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 232



